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BUPATT MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPAT MALUKU TENGA 
NOMOR G TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGAH 
TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT MALUKU TENOAH 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sister Prencanaan Pembangunan 
Nasional, perlu menetapkan Perubahan Rencana 
Kerja Fembangunan Daerah (P-RKP D), 

b. bahwa dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 

perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 
negerni Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Ke1ja 

Pembangunan Daerah Tahun 2015 

1. Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah 
Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah 
Swatantra Tingkat I Maluku {Lembaran Negara 
Tahun 1958 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 1645; 

2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
4286], 

Nomor 

3. Undang-Undang Nomor 0I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 
2004 Noor 05, Tambahan Lembaran Negara 

$ 



. . 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 NomOr 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nom6r 4389 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor i04, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 22004 Nornor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nm0r 4438 

7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor S587], sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhr dengan Undang-Undang 
Noror 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679) 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di 
Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengclolaan Keuangan Daerah;[Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

I0. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) 

1I.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negera Tahun 207 Nomor 87; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5#Tabun 
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Perabangunan Daerah (1£mbTV'-gara Tahun 2010 Nornor 517), 



' 

Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berta Negara Tahun 2015 Nomor 2036], 

14, Peraturan Menteri Dalam Negeni Noror 32 Tabun 
2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2018 (Berite 
Negara Tahun 2017 Nomor 824), 

15. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD} Kabupaten Maluku Tengah 2005-2025 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 59] 

16., Peraturan Daerah Nomor 04 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah 
Tahun 2016 Nomor 184], 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencnna 
Per bangunan Jangka Menengah Darrah 
Kabupaten Maluku Tengan Tahun 2013-2017 

(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 159); 
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 

Keduduknn Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Benita 
Daerah Tahun 2016 Nomor 266) 

MEMU TU'SKAN 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH ·TENTANG 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalamn Peraturan Bupati imi, yang diraksud dengan 

I. Daerah adalah Kabupten Maluku Tengah 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah scbagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenan@an dacrah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 

4. D e w an  Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD a,�gan s.ebutan lain adalah lembaga 
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perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah 

5. Kecamatan adalah wilayah kera camat sebagai 
perangkat Daerah 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut SKPD adalah perangkat daerah yang 

mempunyai tugas mcngelola anggaran dan barang 
daerah 

7 adan Perencanaan Perbangunan, Penititian dan 
Pengembangan Daerah Kabupeten Maluku Tengah 
yang selanjutnya disebut Bapplitbangda adalah $pp 

yang memihiki tugas pokok melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah 

8. Kepala B3applitbangda adalah Kepala Badon 

Perencanaan Pembangunan, Penilitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupten Maluku Tengah. 
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu 

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, 
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
soial dalam jangka waktu tertentu. 

10. Sistem Perencanaan Pembangunan Dacrah adalah satu 

kcsatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam 

janga panjang, Jang.ka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyclenggara pemerintah 

daerah dan masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan 

Desa/Kelurahan 

IL.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen 

Perencanaan Daerah untuk periode 20 {dua puluhj 

tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan 

Daerah dan mengacu kepada RPP Nasional dan 
' mnemperhatikan RTRW Nasional dan TW poinsi 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima] 
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program ,i�an penyu'lunannya bcrpcdoman pada 

' 
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RPJPD dengan memperhatikan TRW 
RPIMD Provinsi dan RPJM Nasional. 

13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 1 {satu) tahun yang merupakan 
penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP 

14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

sclanjutnya disebut Renstra SKPD, adala.h dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 
periode_5 (Lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, 
strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan yang disusun sesuat dengan tugas dan 
fungsi SKPD serta berpedoran kepada RPJMD dan 

bersifat indikatif 
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode I (satu) tahun yang memuat kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 

langsung oleh Permerintah Daerah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, 

dengan mengacu pada RKPD serta berpedoman pada 

Renstra 8KPD 
16. Peraturan Daerah yang selanjtnya disebut Perda atau 

yang discbut dengan nama lain adalah Perda Kabu paten 

Maluku Tengab 

17. Peraturan Kcpala Daerah yang selanjutnya disebut 
Perkada adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah 

18.Visi adalah rumusan umum mengenai kcadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan 

19.Misi adalah rumusan umnum mengenai paya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 

20. Strategi adala.h langkah-langkah berisikan program­ 

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi 
21 Kebijakan adalah arah/tindakan yang iambi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan 
22. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapal sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakatl N! dikoord1nasikan oleh perangkat daerah. Mv 
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23. Kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai 
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya terscbut, 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan kelueran 

(output} dalam bentuk barang/jasa 

24, Musyawrah Perencanaan Pembangunan Dacrah, yang 

selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar 

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun 

rencana pembangunan Daerah. 

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang 

Jangka Panjang Darrah adalah forum antar pemangku 

kcpentingan pembangunan dalam rangka menyusun 

RPIP Daerah. 

26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 

Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum 

an tar permangku kepentingan pembangunan dalam 

rangka menyusun RPJM Daerah. 

27 Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang 

selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum 

antar permangku kepentingan pembangunan dalam 

rangka menyusun RKPD, 

28. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutya discbut Forum SKPD adalah wadah 

bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk 

menentuan prioritas program dan kegiatan 

pembangunan hasi} Musrenbang Kabupaten dengan 

SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan 

menyempurnaan Renja SKPD yang tata cara 

penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang 

bersangkutan 

29 Forum Konsultasi Publik adalah wadah bersama untuk 

masyarakat mum dalam hal membicarakan atau 

mendiskusikan secara langsung tentang Suatu isu 

permasalahan pembangunan, yang dipandu oleh pihak 

pemangku kepentingan perencanaan pembangunan 

SPD) dan dilengkapi oleh 



pendapat ahli/pakar dibidangnya, untuk menghasilkan 

suatu kesirpulan pendapat umnum, rekomendasi 

kebijakan atau Benita Acara Kesepakatan 

BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(I]. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut P­ 
RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 adalah Dokumen 
Perencanaan Daerah untuk periode Perencanaan I tahun 

(2). P-RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disusun untuk menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelak saraan den 
Pengawasan 

Pasad 3 

P-RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas 
Pembangunan, Rencana Pembangunan Berdimensi Sektor dan Rencana 
Pembangunan Berdimensi wilayah. Rencana Kerja yang terukur dan 
pendanaan yang baik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. 

BAB III 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN P. RKPD 

' Sistematika Penysunan P.RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tsun 2016 

sebagai berikut: 
Bab 1. Pendahuluan, 

Bab 2. Perubahan Kerangka Ekonomi dan Kebiakan Keuangan 
Daerah; 

Bab 3. Evaluasi Fiasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan 
Tiwulan II Tahun 2017; 

Bab 4, prioritas dan Sasaran Pembangunan 
ab 5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam 

Perubahan RKPD; dan 
Bab 6. Penutup 

Pasal 5 
Rincian P-RKPD Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Hal-hal yang behum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenas pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang 

a } 

Pasal 
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Pasal 7 
Peraturan Bupati imi mulei berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah. 

AEPAH 
ALU'KU TENGAH, 

di Masohi 
, Juhi 2017 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal, e3 pd 2017 

El «ALUKU TENGAH, } AK 

] EKREThRIS 
«ABUPA EN 

• 

UMAREL» IBRAHIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 3&4 
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